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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada 
hasH, yang bertanda tangan di bawah ni: 

Nama : Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si 

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama : Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMAD, SE., S.H., MM., M.B.A. 

Jabatan : Pit. Bupati Nganjuk 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian mi, dalam rangka 
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasitan 
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan 
perjanjian ml dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Nganjuk, Januari 2022 

Pihak Kedua 
Pit. Bup- iN.-- 

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUM Di S.E. S.H. M.M. M.B.A. 

Pihak Pertama 
—-.Sekretaris Daerah 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI 

No  Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target 
(1)  (2) (3) (4) 
1 Menirigkatnya Penyelenggaraan 

Pemerintah dan Otonomi Daerah 
Peningkatan Nilai (score) LPPD dengan 
Kategori Sangat Tinggi 

3,23 (Sarigat Tinggi) 

2 Men ingkatnya Efektifitas Penyusunan 
Kebijakan Daerah di Bidang 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  

Presentase rumusan kebijakan di bidang 
pemerintahan yang ditindakianjuti 

100% 

Presentase rumusan kebijakan di bidang 
kesejahteraari rakyat yang ditindakanjuti 

100% 

3 Meningkatnya Kepastan Hukum Melalui 
Produk Hukum Yang Berkuaiitas 

Presentase produk hukum yang tidak 
bertentangan dengan peraturan diatasnya 

100% 

4 Meningkatnya Efektifitas Penyusunan 
Kebijakan Daerah di Bidang Ekonomi 
Pembangunan 

Presentase rumusan kebijakan di bidang 
ekonomi dan pembangunan yang 
ditindaklanjuti 

100% 

Meningkatnya Transparasi Proses 
Pengadaan Barang/ Jasa 

Presentase paket pengadaan yang 
dilelang melalui ULP 

¶00% 

6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintahan 

Presentase Perangkat Daerah Yang 
Memiliki Nilai SAKIP ~ Sangat Baik "BB" 

60% 

7 Meningkatkan Ketatataksanaan 
Pemerintah Yang Efektif dan Efisieri 
Menuju Optimalisasi Pelayanan Publik 

Presentase perangkat daerah yang nilai 
1KM ~ B "Baik" 

100% 



Pihak Kedua 

Nganjuk, Januari 2022 

Pihak Pertama 
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Dr. Drs. H. MARHAEN DJUM I S.E. S.H. M.M. M.B.A. 

No Program Kegiatan Anggaran Sumber Dana 
2 3 4 5 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Rp 176.725.700 DAU 

Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Rp 17.436.622.850 DAU 

Administrasi Kepegawalan Perangkat 
Daerah 

Rp 545.522.960 DAU 

Administrasi Umum Perarigkat 
Daerah 

Rp 3.016.158.236 DAU 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Rp 1.742.443.250 DAU 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Rp 1.946859.700 DAU 

Administrasi Keuangan dan 
Operasional Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah 

Rp 1.053.059.400 DAU 

Penataan Organisasi Rp 384.955.300 DAU 

Pelaksanaan Protokol Dan 
Komunikasi Pirnpinan 

Rp 2.269.004.150 DAU 

Pengadaan Barang Mitik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Rp 3.956.489.070 DAU 

2.  PROGRAM PEMERINTAHAN 
DAN KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

Administrasi Tata Pemerintahan Rp 775.602.950 DAU 

Pelaksanaan Kebijakan 
Kesejahteraan Rakyat 

Rp 4.039.435.900 DAU 

Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum Rp 958.527.800 DAU 

3.  PROGRAM PEREKONOMIAN 
DAN PEMBANGUNAN 

Pelaksanaan Kebijakan 
Perekonomian 

Rp 381 .000.000 DAU 

Pelaksanaan Administrasi 
Pembangunan 

Rp 450.000.000 DAU 

Pengelolaan Pengadaan Barang dan 
Jasa 

Rp 1.303.048.000 DAU 

Pemantauan Kebijakan Sumber 
Daya Alam 

Rp 325.000.000 DAU 
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